BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMORZ9 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DAN SISTEM PERENCANAAN

Menimbang

a.

PEMBANGUNAN NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM,

bahwa dalam rangka mendorong dan menguatkan inisiatif
daerah dalam melaksanakan program nasional penanggulangan
kemiskinan dengan sistem pembangunan partisipatif melalui
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan
Integrasi  Sistem Pembangunan Partisipatif dan Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, sehingga  dapat
meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu
maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan
terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan
kesejahteraan perlu dilaksanakan Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem
Pembangunan Partisipatif dan Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional Kabupaten Muara Enim;

bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor
pelaksanan PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN, semua

kabupaten lokasi program wajib mereview Petunjuk Teknis



Mengingat

1.

Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi SPP-SPPN
berdasarkan panduan penyusunan Petunjuk Teknis Operasional
serta panduan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif dan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2014.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan
Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Kabupaten Muara Enim.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);

Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan



Menetapkan

10.

11.

12.

Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 , Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang

Perencanaan Pembangunan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2006
tentang Kerjasama Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Muara

Enim Tahun 2006 Nomor 14 Serie D);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2006 Nomor 10 Serie D);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2008 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2013

(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013

Nomor 5 );

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF
DAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN  NASIONAL
KABUPATEN MUARA ENIM



Pasal 1

(1) Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Petunjuk Teknis
Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Perencanaan Partisipatif
dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kabupaten

Muara Enim

(2) Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan
rasi Sistem Perencanaan
Partisipatif dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Kabupaten Muara Enim sebagaimana ayat (1} tercantum dalam

Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati
Muara Enim Nomor 17 Tahun 2013 ( Berita Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2013 Nomor 17 ) dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peratiitan Ru
reraturan b

Kabupaten Muara Enim.

DitetapHan di Muara Enim
pada tapggal 21 APRIL 2014
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Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal Al APRIL. 2
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